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KATA PENGANTAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR adalah salah satu
entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, ~ Laporan  Perubahan Ekuitas dan  Catatan atas Laporan  Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi
Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar ~ Akuntansi ~ Pemerintahan Berbasis ~ Akrual.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi,
kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR yang tepat waktu dan akurat

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2019
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (¢)
Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan
Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
.~ Provinsi Kalb{nantan Barat




RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Keuangan ini meliputi:

. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mence
unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00
mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 10.184.232.93'

atau mencapai 91,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.157.983.831,00

I1. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/de
dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan
sebesar 0,00, beban sebesar 9.874.926.614,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebes
9.874.926.614,00.

III Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 201¢
Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.253.167.742,00 yang terdiri dari: Aset La
sebesar Rp. 248.300,00 Aset Tetap sebesar Rp. 1.190.945.641,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 61.973.801,00.
Nilai Kewajiban sebesar Rp. 10.402.598,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 1.242.765.144,00, sehingga jur
kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 1.253.167.742,00

IVLaporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding

dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. -25.151.317.115,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rj
9.874.926.614,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. -36.245.574,00 sehingga Ekt
Akhir entitas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR Provinsi Kalima

Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. -35.062.489.303,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau ana
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Lap
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan .
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian y

wajar atas laporan keuangan.




Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dist
dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas w
Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.




L. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

i (dalam ruplah)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00{0,00 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00{0,00 0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00{0,00 0,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00/0,00 0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah 0,00 0,00|0,00 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 0,00 0,00{0,00 0,00
Sah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00|0,00 0,00
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 6.858.109.092,00 0,00/0,00| 6.421.075.219,00
Belanja Barang dan Jasa 3.736.712.475,00 0,00/0,00| 3.212.696.956,00
Belanja Hibah 0,00 0,00{0,00 0,00
BELANJA MODAL
Belanja Tanah 0,00 0,000,000 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin 522.337.264,00 0,00{0,00 509.860.764,00
Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00{0,00 0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00{0,00 0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00{0,00 0,00
Belanja Aset Lainnya 40.825.000,00 0,00]0,00 40 600.000.00
JUMLAH BELANJA 11.157.983.831,00 0,00{0,00| 10.184.232.939,00
SURPLUS/DEFISIT (11.157.983.831,00) 0,00|0,00|(10.184.232.939,00)

Pontianak, 31 Desember 2019

-----
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II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

, (dalam rupiah

oRATAN [ SUpEsEMBER | 3iDESEMBER | Kemilan | 5,
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00{0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,0010,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 0,00|0,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00{0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00|0,00
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00(0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,0010,00
Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00(0,00
Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00{0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana 0,00 0,00 0,00(0,00
Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00/0,00
Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00(0,00
Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00(0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00(0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00{0,00
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00{0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,0010,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00|0,00
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai 0,001 6.415.075.219,00{(6.415.075.219,00) (0,00
Beban Barang dan Jasa 0,00 3.183.729.925,00|(3.183.729.925,00)|0,00
Beban Bunga 0,00 0,00 0,0010,00
Beban Subsisdi 0,00 0,00 0,00{0,00




Beban Hibah 0 OO 0 OO 0,00/0,00
Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00{0,00
Beban Penyusutan 0,00 276.121.470,00| (276.121.470,00){0,00
Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00{0,00
Jumlah Beban Operasi 0,00 9.874.926.614,00|(9.874.926.614,00) | 0,00
BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00(0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan 0,00 0,00 0,0010,00
Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 0,00 0,00 0,00(0,00
Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 0,00 0,00 0,0010,00
Desa

Beban Transfer Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00{0,00
Jumlah Beban Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BEBAN 0,00| 9.874.926.614,00|(9.874.926.614,00)| 0,00
SURPLUS/ DEFISIT - LO 0,00| (9.874.926.614,00)| 9.874.926.614,00|0,00

Pontianak, 31 Desember 2019
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III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah

NO . TR ! DE;&?;EER - ,‘?mgf;; -
1 |ASET 1.253.167.742,00| 1.253.167.742,00
2 ASET LANCAR 248.300,00 248.300,00
3 Kas dan Setara Kas 0,00 0,00
4 Kas di Kas Daerah 0,00 0,00
5 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
7 Kas di BLUD 0,00 0,00
8 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
9 Piutang Pendapatan 0,00 0,00
10 Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00
11 Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00 0,00

yang Dipisahkan
13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00
14 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana 0,00 0,00
Perimbangan
15 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
16 Piutang Lainnya 0,00 0,00
17 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00
18 Penyisihan Piutang 0,00 0,00
19 Penyisihan Piutang Pendapatan 0,00 0,00
20 Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
21 Beban Jasa Dibayar Dimuka 0,00 0,00
22 Persediaan 248.300,00 248.300,00
23 Persediaan Bahan Pakai Habis 248.300,00 248.300,00
24 Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00
25 Persediaan Barang Lainnya 0,00 0,00
26 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00
27 Investasi Jangka Panjang Permanen 0,00 0,00
28 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00
29 ASET TETAP 1.190.945.641,00| 1.190.945.641,00
30 Tanah 1.275.000,00 1.275.000,00
31 Peralatan dan Mesin 3.175.730.815,00| 3.175.730.815,00
32 Gedung dan Bangunan 1.020.510.000,00( 1.020.510.000,00
33 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
34 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
35 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
36 Akumulasi Penyusutan (3.006.570.174,00) | (3.006.570.174,00)
37 ASET LAINNYA 61.973.801,00 61.973.801,00
38 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
39 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00




qum 31 DESEMBER | 31 DESEMBER
NO . ma s
40 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00
41 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
42 Sewa 0,00 0,00
43 Bangun Guna Serah 0,00 0,00
44 Bangun Serah Guna 0,00 0,00
45 Aset Tidak Berwujud 36.471.801,00 36.471.801,00
46 Aset Tidak Berwujud Lainnya 48.629.068,00 48.629.068,00
47 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (12.157.267,00)|  (12.157.267,00)
48 Aset Lain-lain 25.502.000,00 25.502.000,00
49
50 |KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.253.167.742,00| 1.253.167.742,00
51 |KEWAJIBAN 10.402.598,00 10.402.598,00
52 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 10.402.598,00 10.402.598,00
53 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00
54 Utang PPh Pusat 0,00 0,00
55 Utang PPN Pusat 0,00 0,00
56 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 0,00 0,00
57 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
58 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 0,00
59 Utang Belanja 10.402.598,00 10.402.598,00
60 Utang Belanja Pegawai 0,00 0,00
61 Utang Belanja Barang dan Jasa 10.402.598,00 10.402.598,00
62 Utang Belanja Modal 0,00 0,00
63 Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
64 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
65 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer 0,00 0,00
66 KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
67 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00
68 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
69 |EKUITAS 1.242.765.144,00| 1.242.765.144,00

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Dinas-Ke ndudukan dan Pencatatan Sipil

tovinsi Kalimantan

Barat




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| 31 DESEMBER

= _(dalam rupiah
31 DESEMBER2019

PENDAPATAN

EKUITAS AWAL (35.062.489.303,00) (25.151.317.115,00)

SURPLUS/DEFISIT-LO 0,00 (9.874.926.614,00)

DAMPAK KUMULATIF

PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN

MENDASAR :

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00

SELISIH REVALUASI ASET 0,00 0,00

TETAP

LAIN-LAIN 0,00 (36.245.574,00)
EKUITAS AKHIR (35.062.489.303,00) (35.062.489.303,00)




1.1

1.2

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup
komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan
mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang
pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Barat.

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI

KALBAR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42%6) -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun
2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 );

13. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Nomor 106);

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan
akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan
sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi
tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-
pos laporan keuangan SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Provinsi Kalimantan Barat.
Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019, terdir
dari :

BabI Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.




Bab 111 Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.
3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
3.1.2. Laporan Operasional
3.1.3. Neraca
3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas
Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Bab V Penutup.




2.1.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE

BIDANG URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH

ANGGARAN
PERUBAHAN

REALISASI

BERLEBIH/
(BERKURANG)

(Rp.)

%

1.10.01

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL PROVINSI
KALBAR

1.10.01.01

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL PROVINSI
KALBAR

BELANJA DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL PROVINSI
KALBAR

11.157.983.831,00

10.184.232.939,00

(973.750.892,00)(91.27

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

5.786.462.092,00

5.365.418.219,00| (421.043.873,00)?2.72

BELANJA
LANGSUNG

5.371.521.739,00

4.818.814.720,00

(552.707.019,00)(89.71

1.10.1.10.01.01.01{PROGRAM

PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

896.698.063,00

828.690.336,00

(68.007.727,00)92.41

1.10.1.10.01.01.02PROGRAM

PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA

484.222.264.00

475.614.764,00

(8.607.500,00)(98.22

1.10.1.10.01.01.03]PROGRAM

PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR

62.600.000,00

61.610.000,00

(990.000,00)[98.41

1.10.1.10.01.01.05PROGRAM

PENINGKATAN
KAPASITAS

87.000.000,00

44.030.000,00

(42.970.000,00)(50.60




SUMBER DAYA
APARATUR

1.10.1.10.01.01.06

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

189.559.000,00:

187.489.000,00

(2.070.000,00)(98.90

1.1

PROGRAM
PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

0.1.10.01.01.16

3.486.230.412,00

3.070.899.570,00

(415.330.842,00)[88.08

1% |

PROGRAM
KELUARGA
BERENCANA

0.1.10.01.01.17

165.212.000,00

150.481.050,00

(14.730.950,00)91.08

2.1. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR Provinsi

Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

HAMBATAN DAN KENDALA
No EEDsa AliCEaa REALISASI | % | DALAM PENCAPAIAN TARGET
KEGIATAN PERUBAHAN
KURANG DARI 75%

1 |Penyediaan jasa surat 5.000.000,00] 3.355.500,00/67.11|Dengan perkembangan dunia IT saat

menyurat ini, banyak surat disampaikan melalui
media elektronik yaitu pesan
WhatsApp, Email dan lain-lain dan
juga disampaikan lewat kegiatan yang
di lakukan.

2 |Penyediaan makanan 20.000.000,00| 14.250.000,00|71,25[Dana yang dikeluarkan berdasarkan
dan minuman Tamu yang berkunjung ke Dinas

Dukcapil Prov. Kalbar.

3 [Penyediaan Jasa 20.960.000,00, 9.800.000,00[46,75|Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Publikasi / Iklan dan Sipil Prov. Kalbar telah berusaha
Dokumentasi imemaksimalkan kebutuhan yang di

Tkeluarkan agar dana yang keluar
benar-benar efisien dan efektif sesuai
dengan visi dan misi Gubernur
Kalimantan Barat.




No

PROGRAM
KEGIATAN

ANGGARAN
PERUBAHAN

REALISASI | %

HAMBATAN DAN KENDALA
DALAM PENCAPAIAN TARGET
KURANG DARI 75%

Sosialisasi, Bimbingan
Teknis, Workshop

87.000.000,00

44.030.000,00

50,60

Dari pagu yang ditetapkan hanya
50,61% Dana yang bisa di serap hal
tersebut terkait undangan yang masuk
ke Dinas hanya sebatas itu saja.

Pemantapan
|Administrasi
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

40.008.800,00

28.498.400,00

71,23

Kasi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi ( Ir. Wiwiek Nyudarwini
Retno B ) memasuki masa purna tugas
terhitung tanggal 1 Juli 2019, sehingga
baru efektif mulai tanggal 1 September
2019 setelah penunjukan Plt. Kasi
Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi, Penyerapan kegiatan
dimaksud baru efektif dilaksanakan
ipada bulan September 2019 sehingga
terbatasnya waktu yang berakibat
rendahnya serapan anggaran, dan
Tidak terserapnya biaya beban
perjalanan dinas berdasarkan nilai
pagu di DPA dikarenakan
pengembalian sisa kelebihan anggaran
dari nilai transport dan penginapan.

Pengelolaan Jaringan
Kerjasama Pemanfaatan
Data Kependudukan

152.720.400,00

106.521 .400,00[69,74

Rendahnya Realisasi Anggaran,
dikarenakan adanya perubahan
kebijakan oleh Ditjendukcapil pada
system pelaksanaan pelayanan
pemanfaatan data kependudukan bagi
lembaga pengguna. Yang semula
menggunakan system data warehouse
(DWH) dimana penyediaan jaringan
r(omunikasi data yang tersambung
dengan Ditjendukcapil disediakan oleh
masing-masing Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Namun dengan
menggunakan system data Warehouse
(DWH) terpusat, jaringan komunikasi
data disediakan oleh Ditjendukcapil.
Sehingga alokasi dana yang telah
dialokasikan untuk biaya jaringan
untuk satu titik tidak terealisasi.




No

PROGRAM
KEGIATAN

ANGGARAN
PERUBAHAN

REALISASI | %

HAMBATAN DAN KENDALA
DALAM PENCAPAIAN TARGET
KURANG DARI 75%

Monitoring dan Evaluasi
Pendokumentasian Akta
Pencatatan Sipil

41.858.112,00

30.434.361,00(72,70

Kurang optimalnya perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan, namun untuk
memenuhi target kinerja dilakukan
melalui berbagai upaya, salah satu
diantaranya dengan memanfaatkan
momen kegiatan tertentu dan
memanfaatkan media.

Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota (DAK non
fisik)

43.169.000,00

30.635.600,00{70,96

Secara umum hambatan tidak ada jika
dilihat dari realisasi fisik seperti data
semua kabupaten/kota dapat diperoleh,

namun realisasi keuangan dari 12

{kab/kota hanya 1 Kabupaten yang

tidak dikunjungi yaitu Kabupaten
Landak yang nilai belanja perjalanan
dinasnya sebesar Rp 2.570.000.
Anggaran yang tidak terealisasi
lainnya sebesar Rp 9.963.400 adalah
ppada belanja perjalanan dinas, dimana
ada biaya yang nilainya tidak sesuai
(lebih kecil/rendah) dari anggaran
yang tersedia seperti tiket pesawat dan
biaya penginapan sehingga anggaran
yang tersedia seperti tiket pesawat dan
biaya penginapan sehingga anggaran
yang tersedia tidak digunakan

seharusnya/tidak habis
Monitoring dan Evaluasi| 50.316.400,00 33.674.000,0066,92|Rendahnya realisasi anggaran,
Pemanfaatan Data dan dikarenakan kurang optimalnya
Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,
K ependudukan (DAK untuk memenuhi target kinerja
non fisik) dilakukan upaya-upaya seperti dengan
memanfaatkan momen kegiatan
tertentu.

10 [Monitoring dan Evaluasi| 85.303.000,00{ 53.583.600,0062.,81 }(asi Monitoring, Evaluasi dan
Pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi ( Ir. Wiwiek Nyudarwini
Administrasi Retno B ) memasuki masa purna tugas
Kependudukan terhitung tanggal 1 Juli 2019, sehingga
Kab/Kota (DAK non baru efektif mulai tanggal 1 September
fisik) 2019 setelah penunjukan Plt. Kasi

Monitoring, Evaluasi dan




No

PROGRAM
KEGIATAN

ANGGARAN
PERUBAHAN

REALISASI

%

HAMBATAN DAN KENDALA
DALAM PENCAPAIAN TARGET
KURANG DARI 75%

Dokumentasi, Penyerapan kegiatan
dimaksud baru efektif dilaksanakan
pada bulan September 2019 sehingga
terbatasnya waktu yang berakibat
rendahnya serapan anggaran, dan
Tidak terserapnya biaya beban
perjalanan dinas berdasarkan nilai
pagu di DPA dikarenakan

pengembalian sisa kelebihan anggaran

dari nilai transport dan penginapan.




BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1

5.1.1

Lebih / L
Anggaran 2019  Realisasi 2019 K Realisasi 2018
Reff Uraian (Knrang) %
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
BELANJA
5 DAERAH 11.157.983.831,00 10.184.232.939,00 (973.750.892,00) 91,27 10.222.361.307,00

Belanja pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR Tahun
Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.11.157.983.831,00 dan realisasi belanja sebesar
Rp.10.184.232.939,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang
tercatat sebesar Rp. 10.222.361.307,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (38.128.368,00) dengan rincian

penjelasan sebagai berikut :

5.1 BELANJA
10.594.821.567,00
OPERASI

5.2 BELANJA

563.162.264,00
MODAL

BELANJA

10.594.821.567,00
OPERASI

5.1.1 Belanja

) 6.858.109.092,00
Pegawai

5.1.2 Belanja

Barang dan 3.736.712.475,00
Jasa

Belanja
6.858.109.092,00

Pegawai

9.633.772.175,00 (961.049.392,00)

550.460.764,00 (12.701.500,00)

9.633.772.175,00 (961.049.392,00)

6.421.075.219,00 (437.033.873,00)

3.212.696.956,00 (524.015.519,00)

6.421.075.219,00 (437.033.873,00)

90,93

97,74

90,93

93,63

85,98

93,63

9.962.031.307,00

260.330.000,00

9.962.031.307,00

6.289.421.822,00

3.672.609.485,00

6.289.421.822,00

Belanja Pegawai pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 6.858.109.092,00 dan
realisasi belanja sebesar Rp. 6.421.075.219,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun
Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp.6.289.421.822,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.
131.653.397.00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:




1.

5.1.2

Belanja Tidak
Langsung

- Gaji dan
Tunjangan

- Tambahan

Penghasilan
PNS

. Belanja

Langsung

- Honorarium
PNSD

- Honorarium
Non PNSD

Belanja
Barang dan

Jasa

5.786.462.092,00

3.398.872.292,00

2.387.589.800,00

1.071.647.000,00

876.935.000,00

194.712.000,00

3.736.712.475,00

5.365.418.219,00 (421.043.873,00)

3.236.006.419,00 (162.865.873,00)

2.129.411.800,00 (258.178.000,00)

1.055.657.000,00 (15.990.000,00)

860.945.000,00 (15.990.000,00)

194.712.000,00

0,00

3.212.696.956,00 (524.015.519,00)

92,72

95,21

89,19

98,51

98,18

100,00

85,98 3.672.609.485,00

Belanja Barang dan Jasa pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 3.736.712.475,00 dan
realisasi belanja sebesar Rp. 3.212.696.956,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun
Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 3.672.609.485,00 terjadi penurunan sebesar Rp.
459.912.529,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Belanja Bahan
Pakai Habis

Belanja
Bahan/Material

. Bclanja Jasa

Kantor

. Belanja Premi

Asuransi

Belanja
Perawatan
Kendaraan

Bermotor

132.163.700,00

156.941.900,00

810.211.000,00

6.892.788,00

86.210.000,00

128.873.500,00

148.286.900,00

(3.290.200,00) 97,51

(8.655.000,00) 94,49

679.202.452,00 (131.008.548,00) 83,83

6.892.788,00

78.218.300,00

0,00

100,00

(7.991.700,00) 90,73




10.

11.

12.

5.2

Belanja Cetak
dan
Penggandaan

Belanja
Makanan dan

Minuman

. Belanja
Pakaian khusus

dan hari-hari
tertentu

. Belanja

Perjalanan
Dinas

Belanja kursus,
pelatihan,
sosialisasi dan
bimbingan
teknis PNS

Belanja
Pemeliharaan

Belanja Jasa
PNSD dan
Non PNSD

BELANJA
MODAL

145.987.800,00

500.590.000,00

57.600.000,00

1.427.415.287,00

87.000.000,00

106.000.000,00

219.700.000,00

563.162.264,00

144.329.000,00  (1.658.800,00)

476.131.000,00 (24.459.000,00)
56.880.000,00

(720.000,00)

1.138.403.016,00 (289.012.271,00)

44.030.000,00 (42.970.000,00)

105.550.000,00 (450.000,00)

205.900.000,00 (13.800.000,00)

550.460.764,00 (12.701.500,00)

98.86

95,11

98,75

79,75

50,61

99,58

93,72

97,74

260.330.000,00

BELANJA MODAL pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 563.162.264,00 dan realisasi
belanja sebesar Rp. 550.460.764,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018
yang tercatat sebesar Rp. 260.330.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 290.130.764,00. Rincian
BELANJA MODAL Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

5.2.2 Belanja
Modal
Peralatan dan
Mesin

522.337.264,00  509.860.764,00 (12.476.500,00) 97,61




5.2.6 Belanja
Modal Aset 40.825.000,00 40.600.000,00 (225.000,00) 99,45

Lainnya




BAB ITI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

313 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember
2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Per 31 Desember Per 31 Desember

Reff Penjelasan Neraca 2019 2018
(Rp) (Rp)
1 ASET 1.253.167.742,00 978.037.722,00

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

1.1 Aset Lancar 248.300,00 598.400,00
1.3 Aset Tetap 1.190.945.641,00 951.937.322,00
1.4 Aset Lainnya 61.973.801,00 25.502.000,00
Jumlah Aset 1.253.167.742,00 978.037.722,00
1.1 ASET LANCAR 248.300,00 598.400,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk
segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember
2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

1.1.7 Persediaan 248.300,00 598.400,00
Jumlah Aset Lancar 248.300,00 598.400,00
1.1.1 Kas Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih
berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember
2019 belum disetorkan ke Kas Daerah.

1. Pendapatan Yang Belum Disetor 0,00

2. Uang Titipan 0,00




1.1.2

1.1.3

Kas Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung
jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember
2019 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang
masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH
yang dipungut tetapi belum disetorkan.

1. Sisa Kas UP/GU/TU 0,00

2. Pajak di SKPD yang Belum

. 0,00
Disetor
3. Uang Titipan 0,00
4. Jasa Giro 0,00
5. Kas Lainya 0,00
Piutang Pendapatan 0,00 0,00
Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi
daerah.
Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00

Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan
Pajak Dacrah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember
2019.

Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00

Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah

piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.




1.14

1.1.5

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda
Retribusi dan Denda Pengembalian.

Piutang Lainnya 0,00 0,00

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat

dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

Angsuran Rumah Dinas 0,00 0,00

Angsuran Kendaraan Dinas 0,00 0,00
ian L Tagih

Jum.lah Bagian Lancar Tagihan 0.00 0.00

Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan
penyisihan piutang retribusi.

Penyisihan Piutang Pajak 0,00 0,00
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1

a.
tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
b Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai
" dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai
'
dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
d Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun;

Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 0,00

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran
Piutang Tak Tertagih 0,5%.




1.1.6

1.1.7

3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.

Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.

Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang
Tak Tertagih 100 %.

0,00 0,00
yang Sah

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain
PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran
Piutang Tak Tertagih 0,5%.

Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.

Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.

Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang
Tak Tertagih 100 %.

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi

dibayar dimuka dan Sewa gedung)
Asuransi dibayar dimuka 0,00 0,00
Sewa gedung 0,00 0,00

Jumlah Beban dibayar dimuka 0,00 0,00

Persediaan 248.300,00 598.400,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan
barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak
memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama
dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang
tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.

1 Persediaan Bahan Pakai Habis 248.300,00 598.400,00
2 Persediaan Bahan/ Material 0,00 0,00




1.2

1.3

1.3.1

3 Persediaan Barang Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Persediaan 248.300,00 598.400,00

’

INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

ASET TETAP 1.190.945.641,00  951.937.322,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan
pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan
perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember
2018 terdiri dari :

1.3.1 Tanah 1.275.000,00 1.275.000,00
1.3.2 Peralatan dan Mesin 3.175.730.815,00 2.418.427.719,00
1.3.3 Gedung dan Bangunan 1.020.510.000,00 1.020.510.000,00
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
1.3.7 Akumulasi Penyusutan ﬂ6.570. 174,00) (2.488.275.397,00)
Jumlah Aset Tetap 1.190.945.641,00 951.937.322,00
Tanah 1.275.000,00 1.275.000,00
Aset Tetap Tanah Per 31 Desember

5618 1.275.000,00

Mutasi Bertambah 0,00

2.1 Realisasi Belanja Modal 0,00

2.2 Beban

2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya

2.5 Pengalihan antar OPD

2.6 Pengalihan antar fungsi

2.7 Rusak Berat

2.8 Revaluasi




1.3.2

2.9 Reklas
2.10 Extracompatable

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya
3.2 Penghapusan

3.3 Pengalihan antar OPD

3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Revaluasi

3.7 Reklas

3.8 Beban

3.9 Extracompatable

Aset Tetap Tanah Per 31 Desember
2019

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per
31 Desember 2018

Mutasi Bertambah

2.1 Realisasi Belanja Modal
2.2 Beban

Belanja Barang dan Jasa serta belanja
pegawai diakui sebagai aset

2.3 Atribusi
2.4 Hibah Pemerintah Lainnya

2.5 Pengalihan antar OPD

mutasi masuk dari Biro Pengelolaan
Aset Setda Prov Kalbar berupa 1 unit
Kendaraan Operasional Roda 4 sesuai
BAST Nomor:027/580.1/PA-C

2.6 Pengalihan antar fungsi
2.7 Koreksi

2.8 Revaluasi

0,00
0,00

1.275.000,00

3.175.730.815,00

2.418.427.719,00

841.997.164,00

509.860.764,00

37.386.400,00

294.750.000,00

2.418.427.719,00




1.33

2.9 Reklas
2.1.0 BLUD

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya

3.2 Penghapusan

PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
( SK GUB KALBAR
NO:1002/PA/2019)

3.3 Pengalihan antar OPD
3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Koreksi

3.7 Revaluasi

3.8 Reklas

Belanja modal peralatan dan mesin
diakui sebagai aset lainnya

3.9 Beban
3.1.0 Extracompatable

Belanja modal direklas ke

extracompable

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per
31 Desember 2019

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2018

Mutasi Bertambah

2.1 Realisasi Belanja Modal
2.2 Beban
2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya

84.694.068,00

11.450.000,00

8.029.068,00

65.215.000,00

3.175.730.815,00

1.020.510.000,00

1.020.510.000,00

0,00

0,00

1.020.510.000,00
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2.5 Pengalihan antar OPD
2.6 Pengalihan antar fungsi
2.7 Koreksi

2.8 Revaluasi

2.9 Reklas

2.1.0 BLUD
Mutasi Berkurang 0,00

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya
3.2 Penghapusan

3.3 Pengalihan antar OPD

3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Koreksi

3.7 Revaluasi

3.8 Reklas

3.9 Beban

3.1.0 Extracompatable

Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019

1.020.510.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00
Per 31 Desember 2018 0

Mutasi Bertambah 0,00

2.1 Realisasi Belanja Modal 0,00
2.2 Beban

2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya

2.5 Pengalihan antar OPD

2.6 Pengalihan antar fungsi

2.7 Revaluasi

2.8 Reklas

0,00




1.3.5

2.9 Blud

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya
3.2 Penghapusan

3.3 Pengalihan antar OPD

3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Revaluasi

3.7 Reklas

3.8 Beban

3.9 Extracompatable

Aset Tetap Tetap Jalan, Irigasi dan
Jaringan Per 31 Desember 2019

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember
2018

Mutasi Bertambah

2.1 Realisasi Belanja Modal
2.2 Beban

2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya
2.5 Pengalihan antar OPD

2.6 Pengalihan antar fungsi

2.7 Revaluasi
2.8 Reklas
2.9 Blud

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya
3.2 Penghapusan
3.3 Pengalihan antar OPD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




1.3.6

3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Revaluasi

3.7 Reklas

3.8 Beban

3.9 Extracompatable

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember

2019

Kontruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Kontruksi Dalam

Pengerjaan Per 31 Desember 2018

Mutasi Bertambah

2.1 Realisasi Belanja Modal
2.2 Beban

2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya
2.5 Pengalihan antar OPD

2.6 Pengalihan antar fungsi
2.7 Revaluasi

2.8 Reklas

2.9 Blud

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya
3.2 Penghapusan

3.3 Pengalihan antar OPD

3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Revaluasi

3.7 Reklas

3.8 Beban

3.9 Extracompatable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




1.3.7

1.4

Aset Tetap Kontruksi Dalam
Pengerjaan Per 31 Desember 2019

0,00
Akumulasi Penyusutan (3.006.570.174,00) (2.488.275.397,00)

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri
dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan
Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan,

rincian penjelasan sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
(2.555.125.516,00) (2.016.965.310,00)

Mesin

Per 31 Desember 2018 (2.016.965.310,00)
Koreksi (274.196.003,00)
Setelah Koreksi (2.291.161.313,00)
Penyusutan tahun 2019 (263.964.203,00)
Per 31 Desember 2019 (2.555.125.516,00)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan
(451.444.658,00) (471.310.087,00)

Bangunan

Per 31 Desember 2018 (471.310.087,00)
Koreksi 19.865.429,00
Setelah Koreksi (451.444.658,00)
Penyusutan tahun 2019 0,00
Per 31 Desember 2019 (451.444.658,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi

di Tasirigan 0,00 0,00
Per 31 Desember 2018 0,00
Koreksi 0,00
Setelah Koreksi 0,00
Penyusutan tahun 2019 0,00
Per 31 Desember 2019 0,00
ASET LAINNYA 61.973.801,00 25.502.000,00

Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan per
31 Desember 2018 terdiri dari :

1.4.3 Aset Tidak Berwujud 36.471.801,00 0,00
1.4.4 Aset Lain-lain 25.502.000,00 25.502.000,00

Jumlah Aset Lainnya 61.973.801,00 25.502.000,00




1.4.1

1.4.2

1.4.3

Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan

ganti kerugian daerah

Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna

Sewa 0,00 0,00
Kerjasama Pemanfaatan 0,00 0,00
Bangun Guna Serah 0,00 0,00
Bangun Serah Guna 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud 36.471.801,00 0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya 48.629.068,00 0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 0.00
Desember 2018 ’
. Mutasi Bertambah 48.629.068,00
1.1 Realisasi Belanja Modal 40.600.000,00
1.2 Beban
1.3 Atribusi
1.4 Hibah Pemerintah Lainnya
1.5 Pengalihan antar OPD
1.6 Pengalihan antar fungsi
1.7 Revaluasi
1.8 Reklas
Belanja modal peralatan dan mesin
8.029.068,00

diakui sebagai aset lainnya




1.4.4

1.9 BLUD

-. Mutasi Berkurang

1.10 Hibah Pemerintah Lainnya
1.11 Penghapusan

1.12 Pengalihan antar OPD
1.13 Pengalihan antar Fungsi
1.14 Rusak Berat

1.15 Revaluasi

1.16 Reklas

1.17 Beban

1.18 Extracompatable

- Aset Tidak Berwujud Per 31

Desember 2019

2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak

Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain Lain Per 31 Desember

2018

Mutasi Bertambah

2.1 Realisasi Belanja Modal
2.2 Beban

2.3 Atribusi

2.4 Hibah Pemerintah Lainnya

2.5 Pengalihan antar OP'D
2.6 Pengalihan antar fungsi
2.7 Revaluasi

2.8 Reklas
2.9 Rusak Berat

Mutasi Berkurang

3.1 Hibah Pemerintah Lainnya

3.2 Penghapusan

0,00

0,00

48.629.068,00

(12.157.267,00)

25.502.000,00

25.502.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.502.000,00




3.3 Pengalihan antar OPD
3.4 Pengalihan antar Fungsi
3.5 Rusak Berat

3.6 Revaluasi

3.7 Reklas

3.8 Beban

3.9 Extracompatable

5 Aset Lain Lain Per 31 Desember

2019

KEWAJIBAN

2.1 Utang Perhitungan Pihak
Ketiga

2.1.1 Utang PPh Pusat

2.1.1.1 PPH21

2.1.1.2 PPH22

2.1.1.3 PPH23

2.1.1.4 PPH4

2.1.2 Utang PPN Pusat

2.1.2.1 PPN
2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Lainnya
2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

lainnya
2.3 Utang Belanja
2.3.1 Utang Belanja Pegawai

2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan
2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS

2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainya
Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH

25.502.000,00

10.402.598,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.402.598,00
0,00

8.333.329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.333.329,00
0,00




2.3.1.4 Biaya Pemungutan
Pendapatan Daerah

2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah

2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah

2.3.1.7 Honorarium PNSD
2.3.1.8 Honorarium Non PNSD

2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana
BOS

2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan
2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD
2.3.2 Utang Belanja Barang Jasa 10.402.598,00

2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis
2.3.2.2 Belanja Bahan/Material
2.3.2.3 Belanja Bahan Jasa Kantor

Utang Belanja PLN : Rp 7.593.120

Utang Belanja PDAM : Rp 968.400

Utang Belanja Telepon : Rp 74.578 ipage e

Utang Belanja Internet : Rp
1.766.500

2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi

2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor
2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan

2.3.2.7 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan

2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas

2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat
2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan

dan Peralatan

2.3.2.11 Belanja Makanan dan

Minuman

8.333.329,00




2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya

2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja

2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan
hari-hari tertentu

2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

2.3.2.16 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS

2.3.2.17 Belanja kursus, latihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS

2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan
2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi
2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS

2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
/Pihak Ketiga/ Pemerintah/
Pemerintah Daerah

2.3.2.22 Belanja Beasiswa
Pendidikan Non PNS

2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non
PNSD

2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

2.3.2.25 Belanja Barang dan Jada
BLUD

2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial

Barang

2.3.3 Utang Belanja Modal 0,00

2.3.3.1 Belanja Tanah
2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin

2.3.3.3 Belanja Gedung dan

Bangunan

2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan
2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainya

2.3.3.6 Belanja Aset Lainya

0,00




Jumlah Kewajiban 10.402.598,00 8.333.329,00

3 EKUITAS 1.242.765.144,00 969.704.393,00

Pada Neraca per 31 Desember 2019 Ekuitas sebesar 1.242.765.144,00
sedangkan pada Neraca per 31 Desember 201 8 saldo Ekuitas sebesar
969.704.393,00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1.253.167.742,00 978.037.722,00
DANA




BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.14

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal (25.151.317.115,00)
2 Surplus/ Defisit — LO (9.874.926.614,00)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional (9.874.926.614,00)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional 0,00
2.3 Pos Luar Biasa 0,00

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari
dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar, seperti:
3.1 Koreksi Nilai Persediaan 0,00

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain — lain (36.245.574,00)

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang 0,00
b. Koreksi Penyusutan 19.865.426,00
c¢. Hibah Keluar 0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD 0,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD 0,00
f. Penghapusan TPTGR 0,00
g. Perubahan Kode Rekening 0,00
h. Koreksi Tanah 0,00
i. Koreksi Utang Belanja 0,00
j. Reklass Antar Akun 0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran 0,00

|. Penyertaan Modal 0,00




m. Persediaan APBN yang belum 0,00

n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-

lain 00
o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat 0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan 0,00
q. Koreksi Persediaan 0,00
r. Koreksi Kas 0,00
s. Extracompatable (56.111.000,00)
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin 0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan 0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainya 0,00

4 Ekuitas Akhir (35.062.489.303,00)




BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1

4.2

Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam
memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi Warga Negera Indonesia maupun Warga

Negara Asing yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk tersebut, maka
sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, disebutkan
bahwa urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas
yang bersifat konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang harus dilakukan secara bersama-sama
mulai dari perangkat Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Provinsi sudah digariskan
oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk, fasilitasi
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penguatan
kelembagaan pelayanan administrasi kependudukan. Melalui kewenangan dimaksud, Pemerintah
Pusat berharap pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan lancar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk
mengimplementasikan kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 - 2018. Rencana
strategis dimaksud diuraikan dalam rencana kerja tahunan sebagai bagian untuk mengimplentasikan
program dan kegiatan yang telah disusun 5 tahun. Mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Kalimantan Barat baru terbentuk pada tahun 2016 dan pelantikan pejabat struktural
serta penempatan staf baru dilakukan bulan Februari 2017 maka rencana strategis yang disusun adalah
rencana strategis yang sebagian isinya merupakan rencana strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta sebagian dari rencana strategis Badan Pemberdayaan Anak, Masyarakat dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pokok dan Fungsi

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Provinsi Kalimantan
Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
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kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan
fungsi :

a. Perumusan Program dan Kegiatan Bidang Fasilitasi Pendafatran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan
Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Pnduduk, Fasilitasi
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;

¢. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudukan, Fasilitasi
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan:

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;

e. pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan

pemerintahan dalam negeri;

g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
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6. Bidang Kelembagaan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
membawahi sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan. Para

kepala sub bagian tersebut bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi
Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, Seksi Bina Aparatur Pendaftaran
Penduduk, dan Seksi Monitoring, Evaluasi dan dokumentasi. Masingd€“masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi Seksi
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan seksi Seksi
Monitoring, Evaluasi dan dokumentasi. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan membawahi Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database, Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina
Administrator Database dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kelembagaan membawahi Seksi Kerjasama, Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi. Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kelembagaan

Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023, terutama untuk misi yang terkait
langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang
berbunyi 4€ceMewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good
governanced€ , maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan
kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
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2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;

3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan

pemerintahan dalam negeri; dan

5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka
misi yang terkait langsung dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), yaitu
a€ Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatifa€ .

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi
Pemerintah Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan
tupoksi yang menjadi kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkategori dalam
penyelenggaraan urusan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, yaitu komitmen
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Tertib Pendaftaran Penduduk,
Tertib Pencatatan Sipil, Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Tertib
Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana merupakan urusan pembangunan bidang Sosial dan Budaya, yaitu komitmen
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terkendalinya laju Pertumbuhan
Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD, ormas, mitra kerja dan swasta
dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Extracompatable Tahun 2019  Tahun 2018

a. Persediaan Lain-lain
0,00 0,00

b. Aset Tetap
Extracomtable Alat Rumah Tangga, Alat komunikasi, dan Mebelair 65.215.000,00 0,00




BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 ini disusun sebagai tindaklanjut
dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan
keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam
penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020.

Pontlanak 31 Desember 2019
end dukan dan Pencatatan Sipil




